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ABSTRAK

Manusia memiliki hak dasar yang umumnya disebut Hak Asasi Manusia (HAM).
Setiap manusia memiliki hak untuk menjaga kehormatan, harkat, dan
martabatnya. Indonesia sangat menghargai dan menjunjung tinggi HAM. Sebagai
negara yang menjunjung tinggi HAM, Indonesia wajib melindungi HAM setiap
orang. Namun faktanya, sampai saat ini Indonesia masih belum sepenuhnya
menjalankan kewajiban pemenuhan: HAM: Hal, iniidapat dilihat pada banyaknya
pelanggaran HAM seperti praktik perbudakan khususnya kerja paksa terhadap
pekerja migran yang saat ini masih berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan larangan perbudakan menurut
hukum internasional dan hukum nasional serta untuk mengetahui bagaimana
bentuk penerapan pengaturan larangan perbudakan terhadap pekerja migran di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,
penelitian ini bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan
dengan studi kepustakaan. Hasil penelitiannya vyaitu larangan perbudakan
tercantum dalam beberapa konvensi internasional yakni dalam Konvensi
Perbudakan 1926, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Kovenan Hak-
Hak Sipil dan Politik 1966, dan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, dalam
pengaturannya dapat disimpulkan beberapa tahapan penghapusan perbudakan
diantaranya menghapus perbudakan, menghapus perdagangan budak, dan
menghapus segala bentuk institusi-serta praktik yang mirip dengan perbudakan
serta penghapusan kerja paksa. Sedangkan dalam hukum nasional larangan
perbudakan terdapat.dalam UU:No. 39 Tahun 1999 dan UU ‘No. 21 Tahun 2007.
Penerapan pengaturan larangan perbudakan di Indonesia terdapat dalam ratifikasi
konvensi internasional terhadap undang-undang di Indonesia serta ada beberapa
upaya perlindungan pekerja migran Indonesia terhadap kerja paksa berupa,
memperkuat kerangka kebijakan regional, mengeluarkan Surat Izin Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), mengeluarkan peraturan daerah
perlindungan pekerja migran, disepakatinya beberapa perjanjian bilateral, dan
memberikan fasilitas pemulangan bagi pekerja migran.
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